BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 70TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN
OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF

Menimbang :

Mengingat :

RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan
Desa di lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu, maka dipandang
perlu untuk meningkatkan kesejahteraan Badan
Permusyawaratan Desa di lingkungan Kabupaten Indragiri
Hulu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor
91 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional
Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Rukun Warga dan
Rukun Tetangga,

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956
Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang...




Menetapkan

4.

_\J

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun 2019 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 91 TAHUN
2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN
WARGA DAN RUKUN TETANGGA

Pasal 1...



Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91
Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional
Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga Dan
Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2017 Nomor 91) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat 1 Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1) BPD mendapatkan tunjangan dari APB Desa sesuai
kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. tunjangan kedudukan sebagai berikut:

1. Ketua BPD paling banyak Rp. 850.000,00
(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Wakil ketua BPD paling banyak Rp. 700.000,00
(Tujuh ratus ribu rupiah).

3. Sekretaris BPD paling banyak Rp. 650.000,00
(Enam ratus lima puluh ribu rupiah)

3.a. Ketua bidang paling banyak Rp. 650.000 (Enam
ratus lima puluh ribu rupiah).

4, Anggota BPD lainnya paling banyak Rp.
500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

b. operasional BPD maksimal Rp. 15.000.000,00 (Lima
belas juta rupiah) pertahun yang dipergunakan
untuk:

1. Biaya rapat.

2. Perjalanan dinas.
3. Alat tulis kantor.
4. Dihapus.

2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan selama (1) satu
tahun.

3) Selain mendapatkan tunjangan kedudukan BPD juga
mendapatkan tunjangan kinerja yang dapat diberikan
dalam hal penambahan beban kerja.

4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

Pasal II...



Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Ren, at
pada tanggal 28 ber 2022

Diundangkan di Rengat

pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

-
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H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022 NOMOR 70




